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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

CATATAN:

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang
sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Optimalisasi
pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna
mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.
13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; jenis, objek,
subjek, dasar pengenaan, tarif, tata cara penghitungan, wilayah pemungutan, tahun
pajak dan saat terutang Pajak Daerah; jenis, struktur dan besaran tarif, dan
peninjauan tarif Retribusi Daerah; pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
sanksi administratif, pemberian fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sistem pajak
dan/atau retribusi berbasis elektronik; insentif pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; sinergitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
ketentuan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

Mencabut:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

b. Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pernalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat



atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum; dan

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahuri 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nornor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini.

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.



